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Abstrak 

Manusia sangat erat hubungannya dengan keberadaan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari 

tanah. tanah merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi kehidupan manusia, dan seringkali 

menimbulkan permasalahan sengketa tanah. Oleh karena itu penulis membuat penelitian bertujuan 

untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah di 

Indonesia, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum atas timbulnya sertipikat ganda terhadap 

satu bidang tanah atas nama yang berbeda, untuk mengetahu dan memahami upaya penyelesaian 

hukum atas timbulnya sertipikat ganda terhadap satu bidang tanah atas nama yang berbeda. Dari 

penelitian dapat diambil kesimpulan faktor-faktor yang menyebabkan dua kali penerbitan sertipikat di 

atas satu bidang tanah atas nama yang berbeda dipengaruhi oleh faktor pihak Badan Pertanahan 

Nasional tidak melakukan pemetaan ulang disetiap daerah. Akibat hukum atas timbulnya sertipikat 

ganda terhadap satu bidang tanah atas nama yang berbeda, pihak yang dirugikan menggugat dan 

dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian kedua belah pihak. Upaya penyelesaian 

hukum atas sengketan tanah atas akibat sertipikat ganda terhadap satu bidang tanah atas nama yang 

berbeda dapat diselesaikan melalui litigasi dan non-litigasi. 
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Abstract 

Humans are closely related to human existence which cannot be separated from the land. Land is the 

most basic need for human life, and often causes land disputes. Therefore, the authors make the 

research aimed at knowing and understanding what factors cause land disputes in Indonesia, to find 

out and understand the legal consequences of the emergence of multiple certificates against one 

parcel of land under different names, to know and understand the legal settlement efforts for the 

emergence of multiple certificates against one parcel of land under different names. From the research, 

it can be concluded that the factors that led to the issuance of certificates on one parcel of land in 

different names were influenced by the factor that the National Land Agency did not re-mapping in 

each area. The legal consequences of the emergence of multiple certificates against one parcel of land 

under different names, the aggrieved party sues and can cause legal uncertainty and losses for both 

parties. Legal settlement efforts over land disputes due to multiple certificates against one parcel of 

land under different names can be resolved through litigation and non-litigation. 
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PENDAHULUAN 

 Tanah sebagai sumber daya alam merupakan salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 

Sebagai sumber mata pencaharian dan mata pencaharian, tanah merupakan kebutuhan 

yang paling mendasar bagi kehidupan manusia, bahkan tanah dan manusia tidak dapat 

dipisahkan sejak lahir hingga mati di dunia. Manusia hidup, berkembang, hidup dan 

melakukan aktivitas di lapangan, sehingga setiap orang bersentuhan dengan tanah. Oleh 

karena itu, masalah pertanahan ini membutuhkan pengaturan dan perencanaan yang 

matang 

 Tanah merupakan tuntutan yang sangat penting, hal ini menentukan bahwa manusia 

sangat erat hubungannya dengan keberadaan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari 

tanah. Bagi banyak orang, tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Keterikatan 

masyarakat dengan masyarakat dapat tercermin dari cara manusia hidup dalam masyarakat.  

 Tanah yang merupakan bagian dari bumi,.menurut konsep Undang-Undang 

Pokok/Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dimaksudkan.disini bukan mengatur tanah 

dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah.satu aspeknya, yaitu..tanah dalam 

pengertian yuridis. Demikian juga beraspek privat..dan beraspek publik.  Secara formal, 

kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang,.pertanahan tumbuh dan mengakar dari 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang 

menegaskan..bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
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dikuasai..oleh Negara untuk dipergunakan bagi..sebesar-besar kemakmuran rakyat, 

sedangkan..sebagai subtansial, kewenangan pemerintah. 

 Dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam hal lalu lintas tanah, didasarkan 

pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria yakni dalam hal kewenangan 

untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 

antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai hukum. 

Pengaturan dalam hal hubungan-hubungan hukum dalam pemberian dan pentapan hak-

hak atas tanah jelas telah merupakan wewenang Negara yang telah dilaksanakan oleh 

pemerintah (untuk saat ini pengemban wewenang tersebut adalah Badan Pertanahan 

Nasional) dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.  

 Menurut Pasal 19 UU Pokok Pertanian (selanjutnya disebut UUPA), sebagai badan 

tertinggi, pemerintah wajib memenuhi kewajiban mendaftarkan tanah untuk menjamin 

hukum pemilik tanah baik dari segi lokasi, batas, luas tanah, dan status. Kepastian. Tanah, 

benda yang berhak memperoleh tanah dan diterbitkannya sertifikat hak. Menurut Pasal 19 

UU Pokok Pertanian, hak milik, hak bertani, hak konstruksi (termasuk pengalihan dan 

penghapusan hak) dan penggabungan dengan hak lain harus didaftarkan sebagai kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh pemegang hak tersebut. . Tanah yang dimiliki untuk 

mendapatkan hak pemilik ditentukan oleh undang-undang, sehingga pemilik hak dapat 

mengetahui dengan jelas status, lokasi, batas dan luas tanah yang dimilikinya..  Oleh karena 

itu, jelas bahwa pemberian atau pengaturan hak atas tanah hanya dapat dilakukan oleh 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, oleh karena itu memberikan kepastian 

hukum kepada masyarakat atas hak atas tanah merupakan salah satu tujuan utama dari 

Undang-Undang Dasar Pertanahan yang tidak lagi dirundingkan. Oleh karena itu, undang-

undang menginstruksikan pemerintah untuk mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia.Ini 

adalah sebuah Rechtskadaster (Jaminan Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah) 

 Sertifikat ganda adalah suatu kondisi sebidang tanah memiliki dua sertifikat dan masing-

masing sertifikat dimiliki oleh dua orang yang berbeda, kondisi ini merupakan ketidak 

cermatan BPN sewaktu mengeluarkan sertifikat, langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah 

mengadukan permasalahan ini ke pihak BPN, bahwa bukti sertifikat yang ganda melalui 

pengaduan dan bukti yang ada bawa ke BPNakan meneliti kembali sertifikat-sertifikat yang 

bermsalah tersebut, penelitian kembali ke data fisik dan data yuridis dari tanah dan 

bangunan yang dipermasalahkan akan dilakukan BPN, setelah dapat diketahui dan 

disimpulakn hasilnya maka berdasarkan keputusan kepala badan pertanahan nasional 
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nomor 24 tahun 2007 junto petunjuk teknik nomor 08/JUKNISD/D.V/2007, BPN memiliki 

kewenangan untuk membatalkan salah satu sertifkat tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

  Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau 

kebenaran melalui langkah-langk 

ah yang sistematis.  Dalam uraian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang digunakan 

peneliti, penggunaan metode berimplikasi pada teknik pengumpulan data dan analisis data 

serta simpulan yang diambil. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Spesifikasi Penelitian 

 Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif 

analisis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori 

hukum, dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti,  mengenai status 

kepemilikan tanah diatas obyek sengketa dan konflik yang terdapat bukti kepemilikan tanah. 

2. Pendekatan Penelitian 

 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan yuridis 

normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping ini juga 

berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.   Penelitian 

hukum itu sendiri dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian 

hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian 

hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data peimer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari masyrakat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.  Faktor-Faktor terjadinya Sengketa Pertanahan 

Dalam kehidupan manusia, tanah tidak dapat dibedakan dari segala perbuatan 

manusia, karena tanah adalah tempat dimana manusia bergantung untuk kelangsungan 

hidup dan kelangsungan hidup. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat sangat 

membutuhkan tanah, sehingga sering terjadi perselisihan satu sama lain, terutama 

mengenai tanah.  

Konflik tanah telah mengakar sejak zaman kuno, dan akar penyebab konflik tanah 

merupakan faktor fundamental yang menyebabkan konflik tanah. Penting untuk 



Copyright @ Adyakara Makayasa Ramadhan 

 

mengidentifikasi dan menyelidiki akar penyebab konflik lahan untuk menemukan solusi atau 

bentuk penyelesaian yang akan dilaksanakan.  

Departemen pertanahan merupakan salah satu bidang yang mengatur tatanan 

Kehidupan warga Negara yang juga tunduk pada batasan hukum. UUD 1945 Pasal 33 ayat 

(3) dan hal itu terinci dalam UUPA yang mengatur tentang pertanahan yang harus dipatuhi 

oleh Indonesia. Salah satu tujuan UUPA adalah meletakkan dasar bagi kepastian hukum atas 

hak atas tanah seluruh rakyat.  

Jika dilihat ternyata landasan hukum pengaturan masalah pertanian/pertanahan 

belum sepenuhnya terlaksana karena berbagai alasan. Akar penyebab masalah/konflik 

lahan saat ini meliputi:  

1.  Kepemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak seimbang 

2.  Penggunaan lahan pertanian dan non-pertanian yang tidak sesuai. 

3.  Kurangnya kemitraan dengan kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi. 

4.  Kurangnya pengakuan common law atas hak masyarakat atas tanah, seperti hak rakyat. 

5.  Masyarakat yang memiliki hak atas tanah memiliki daya tawar yang lemah    dalam 

pengadaan tanah. 

2. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 

Dasar hukum pengaturan pendaftaran tanah di Indonesia meliputi: 

a. UUPA 

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA memuat jaminan kepastian hukum hak atas tanah, 

yaitu sebagai berikut: 

"Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di 

seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan 

Peraturan Pemerintah." 

Pasal 19 (1) UUPA merupakan instruksi kepada pemerintah untuk mendaftarkan tanah 

di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat kadaster dan bertujuan untuk menjamin 

kepastian hukum. Sementara itu, perwujudan kepastian hukum membutuhkan 

penegakan hukum itu sendiri. 

Ketentuan lain dalam Undang-Undang Pokok Agraria ditujukan kepada pemegang 

hak yang berhak menentukan haknya, yaitu: 

Pasal 23 (1) UUPA menyatakan:  

“Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan 

hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19”. 

Pasal 32 ayat (1) UUPA menyatakan: 
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 “Hak Guna Usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap 

peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-

ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.”  

Pasal 38 ayat (1) UUPA berbunyi : 

“Hak Guna Bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap 

peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan 

yang dimaksud dalam Pasal 19.” 

b. Ketentuan pelaksanaan pendaftaran tanah adalah: pelaksanaan pendaftaran tanah 

harus diperbaiki terlebih dahulu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

dan kemudian dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997.  

Ketentuan akhir Pasal 56 dan Pasal 66 Keputusan Nomor 24 Tahun 1997 mengatur 

bahwa ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan dinyatakan tidak 

berlaku pada tanggal 10 Oktober 1961. Pasal 64 mengatur bahwa semua peraturan 

perundang-undangan yang berlaku saat ini yang menerapkan PP 10/1961. Akan terus 

berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang baru dan tidak 

diubah atau diganti. Alasan mengapa "Peraturan Pendaftaran Tanah" baru diperlukan 

untuk memastikan kepastian hukum dari departemen pertanahan adalah bahwa harus 

ada seperangkat dokumen hukum yang tertulis, lengkap dan jelas, dan harus 

dilaksanakan. Padahal, pendaftaran tanah menurut PP 10/1961 belum cukup 

membuahkan hasil yang memuaskan, oleh karena itu dipandang perlu untuk 

menyempurnakan peraturan tentang pendaftaran tanah sehingga peraturan 

pendaftaran tanah yang baru yaitu PP. 

24 Februari 1997 dan Kepala PMK / BPN tentang pelaksanaan PP pada 3 Maret 1997. 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  

 

SIMPULAN 

 Faktor yang menimbulkan sertifikat ganda karena kesalahan dari pihak Badan Pertanahan 

Nasional. Faktor tersebut timbul karena pihak Badan Pertanahan Nasional tidak melakukan 

pemetaan ulang di setiap daerah, sehingga menimbulkan tumpah tindih atas kepemilikan tanah 

dan pihak Badan Pertanahan Nasional seharusnya sebelum membuat sertifikat tanah,dia harus 

melakukan pengecekan ulang atas tanah yang didaftarkan oleh masyarakat apakah tanah 

tersebut benar dimiliki oleh pembuat sertifikat dan pihak aparatur Badan Pertanahan Nasional 

tidak teliti sebelum melakukan pembuatan sertifikat tanah sehingga menimbulkan sertifikat 

ganda. 
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 Akibat hukum dengan adanya sengketa sertifikat ganda dapat menimbulkan 

ketidakpastian hukum karena terdapat lebih dari satu status hukum dalam satu bidang tanah. 

Serta Kerugian kedua belah pihak yang bersengketa terutama bagi yang dinyatakan kalah dalam 

persidangan, dan pembatalan atau pencabutan sertifikat berdasarkan Putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap. 
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